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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Kompetensi dan Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, 

Tata Urutan Perundang-Undangan, dan Pemilihan Kepala Daerah dalam 

Islam 

A. Teori Kompetensi 

Menurut Roihan Rasyid, kompetensi seringkali juga dimaknai 

kewenangan, dan juga dimaknai dengan kekuasaan.
1
 Adapun kompentensi 

yang dimaksud disini adalah kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan. 

Roihan Rasyid membagi kompetensi menjadi dua; Kompetensi Relatif dan 

Kompetensi Absolut. 

Kompetensi Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu 

jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan 

yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa 

setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini 

meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.
2
  

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan 

dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam 

perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan 

pengadilannya. Misalnya, pengadilan Agama berkompeten atas perkara 

                                                   
1
 Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), 26. 

2
 Ibid., 27.  
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perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain 

Islam menjadi kompetensi Peradilan Umum.
3
 

R. Soeroso membagi kewenangan mengadili dibagi dalam kekuasaan 

kehakiman atribusi, dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan 

kehakiman adalah kewenangan mutlak, atau juga disebut kompetensi absolut. 

Yakni kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara 

tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. 

Sedangkan tentang distribusi kekuasaan Pengadilan atau apa yang dinamakan 

kompetensi relative, atau kewenangan nisbi ialah bahwa Pengadilan Negeri 

ditempat tergugat tinggal (berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan 

atau tuntutan hak.
4
  

Sedangkan menurut Subekti, kompetensi juga dimaknai sebagai 

kekuasaan atau kewenangan. Subekti sendiri membagi kompetensi atau 

kewenangan menjadi dua, yakni kompetensi absolute (kewenangan absolute) 

dan kompetensi relative (kewenangan relative). Komptensi absolute terkait 

dengan kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu 

Negara yang diatur dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Sedangkan kekuasaan relative berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara 

badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, yang 

umumnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara.
5
 

                                                   
3
 Ibid., 28. 

4
 R. Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta; Sinar 

Grafika, 2001), 7. 
5
 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung; Bina Cipta, 1987), 23. 
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Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan 

tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan 

“Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu 

perkara’. Sedangkan kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan 

badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. 

Sehingga kompetensi Absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang 

berwenang untuk mengadili. 

Sedangkat menurut Subekti, untuk membedakan kompetensi absolute 

dan relative subuah lembaga peradilan dapat dilihat dari undang-undang yang 

mengaturnya. Kompetensi absolute dapat ditinjau dalam undang-undang 

Pokok Kehakiman, sedangkan kompetensi relative dapat ditinjau dari undang-

undang hukum acara lembaga peradilan tersebut. 

B. Teori Kewenangan 

Konteks Negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari 

Konstitusi yang menjadi dasar sebuah Negara hukum. Konstitusi merupakan 

bentuk manifestasi dari konsep sebuah Negara hukum. Konstitusi berfungsi 

untuk mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ 

Negara. Agar organ-organ Negara ini dapat berjalan dengan baik, maka organ-

organ Negara tersebut harus diberikan dan dibatasi kewenangannya sesuai 

dengan fungsinya. Dengan adanya pengaturan dan pembatasan kewenangan 

inilah diharapkan bahwa organ-organ Negara tersebut dapat menjalankan 
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tugas dan fungsinya dengan baik dan agar tidak terjadi kewenangan yang 

saling tumpang tindih diantara organ-organ Negara tersebut. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerinatahan dijelaskan bahwa “Kewenangan 

Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk 

bertindak dalam ranah hukum publik”. Sedangkan menurut Philpus Hadjon, 

bahwa kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau 

dengan delegasi.
6
 Adapun Abdul Rasyid Thalib menambahkan bahwa 

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga 

negara dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan, atau 

mengeluarkan keputusan selalu dilandasi kewenangan yang diperoleh dari 

konstitusi secara atribusi, ataupun delegasi, ataupun mandat.
7
 

Pengertian Atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar 

konstitusi (UUD) atau ketentuan Hukum Tata Negara. Pada kewenangan yang 

diperoleh dengan cara delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang 

kepada organ pemerintahan yang lain. Adapun mandat tidak terjadi 

pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi pejabat yang 

diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.
8
 

Segala bentuk kewenangan organ-organ Negara harus di dasari oleh 

konstitusi dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, baik itu 

                                                   
6
 Philipus M. Hadjon, et. al, Pengantar Hukum Adminstrasi Negara (Jogjakarta: UGM Pers, 2008), 

130.  
7
 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sisitem 

Ketatanegaraan Republik Indonesi (Bandung: Citra aditya Bakti, 2006), 217. 
8
 Ibid., 218. 
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kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, maupun mandat. 

Hal ini dimaksudkan agar kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ Negara 

tersebut sah dan tidak melanggar konstitusi. Hanya dengan kekuatan undang-

undang maka kewenangan pemerintah dapat dinyatakan menurut UUD atau 

undang-undang organik yang dibentuk oleh legislatif. 

Berkaitan dengan atribusi, delegasi, dan mandat, H.D Van Wijk dan 

Wililem Konijnenbelt, seperti yang di kutip oleh Ridwan H.R dalam bukunya 

Hukum Administrasi Negara, mendefinisikan sebagai berikut;  

1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan. 

2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. 

3) Mandat adalah pemberian izin yang dilakukan oleh organ 

pemerintahan agar kewenangannya dijalankan oleh organ 

pemerintahan yang lain atas namanya.
9
 

 

Kaitannya dengan pembahasan ini yang akan kami paparkan adalah 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kewenangan 

kedua lembaga kehakiman tersebut lebih kepada kewenangan atribusi karena 

telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-undang organik. 

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia dikembangkan sebagai 

satu-kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi. Kedua kekuasaan kehakiman tersebut berkedudukan sejajar 

dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 

NRI 1945 disebutkan bahwa; 

                                                   
9
 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 105. 
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“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) 

dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara (TUN), dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)”10 

 

Sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian 

dari kekuasaan kehakiman dengan posisi sejajar dengan Mahkamah Agung. 

Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam hal 

struktur unity of jurisdiction, tetapi Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri serta 

terpisah dari dualitiy of jurisdiction.11
 Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan puncak 

pencerminan sistem kedaulatan hukum. 

Jimly Asshideqie berpendapat bahwa Mahkamah Agung merupakan 

puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga Negara. Hakikat fungsinya 

berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan 

tuntutan keadilan bagi warga Negara, melainkan dengan sistem hukum 

berdasarkan konstitusi.
12

 

Mahkamah Konstitusi sebelumnya tidak dikenal dalam UUD NRI 

1945, baik secara istilah maupun kelembagaannya. Keberadaan Mahkamah 

Konstitusi (constitutional court) dalam dunia ketatanegaaraan dewasa ini 

merupakan perkembangan baru yang menjadi trend, terutama bagi negara-

negara yang baru mengalami peruabahan rezim dari otoriterian menuju 

                                                   
10

 UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2). 
11

 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan AmandemenUlang (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 

235. 
12

 Jimly Assdiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 

(Jakarta: FHUI Pers, 2012), 85. 
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demokrasi. Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi 

dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi luas 

diterima.
13

 

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan 

diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (constitutional court) dalam 

amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 

ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI 1945 hasil Perubahan Ketiga 

yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan Mahkamah 

Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan 

kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.
14

 

Amandemen ketiga UUD 1945 juga mengakhiri kedudukan MPR 

sebagai lembaga tertinggi Negara. Saat ini semua lembaga Negara mempunyai 

kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, saat ini 

MPR mengalami reformasi struktural dengan diterapkannya sistem pemisahan 

kekuasaan dan prinsip hubungan check and balances antara lembaga-lembaga 

Negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ketatanegaraan kita 

berpuncak pada tiga cabang kekuasaan ditambah dengan kekuasaan 

eksaminatif yakni kekuasaan memeriksa keungan Negara yang dimiliki oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Keempat kekuasaan tersebut saling mengontrol dan saling 

                                                   
13

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, tt), 192. 
14

 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1, diakses pada 

Tanggal 11 Mei 2015, 09:15 WIB. 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1
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mengimbangi secara sederajat antara satu sama lain, yakni lembaga eksekuitf, 

legislative, yudikatif, dan eksaminatif. 

Konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24 C ayat (1) sampai dengan 

ayat (6) UUD NRI 1945 pada perubahan ketiga, pada prinsipnya dimaksudkan 

untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah 

perundang-undangan. Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya 

lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan konstitusi (UUD NRI 

1945). Disisi lain Mahkamah Konstitusi juga menjadi lembaga yang dapat 

menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD NRI 1945. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong 

dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis. 

Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara membedakan atau 

memisahkan fungsi peradilan tertinggi dalam Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem common law seperti Amerika Serikat, 

tidak dirasakan keperluan semacam itu. Oleh karena itulah, yang bisa disebut 

sebagai the guardian of American Constitution di negara Amerika adalah 

Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam sistem civil law seperti dinegara kita, 

dimana produksi Undang-undang sangat banyak sekali, maka keberadaan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 

 

lembaga pengawal konstitusi diluar Mahkamah Agung yang merupakan 

lembaga pengawal undang-undang negara adalah sebuah keniscayaan.
 15

 

Undang-undang Dasar suatu Negara merupakan cerminan kehendak 

seluruh rakyat yang berdaulat, sedangkan Undang-undang hanyalah kehendak 

politik para wakil rakyat bersama-sama dengan Pemerintah. Meskipun mereka 

adalah institusi-institusi yang dipilih oleh rakyat dan mencerminkan suara 

mayoritas rakyat, tetapi jika undang-undang yang bersangkutan dibentuk 

dengan cara ataupun norma-norma yang bertentangan dengan Undang-undang 

Dasar, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal UUD diberi 

kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak mengikat 

untuk umum.
16

 

Berdasarkan latar belakang berdirinya Mahkamah Konstitusi yang 

sudah dijelaskan diawal, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang sangat 

penting dalam rangka mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh seluruh 

rakyat Indonesia, termasuk penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi 

memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga-lembaga Negara lainnya yang 

dalam kerangka prinsip check and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan 

kewenangan oleh penyelenggara Negara. 

Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran terhadap Undang-

Undang Dasar dan bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai 

                                                   
15

 Nurudy Hady, Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi; Paham Konstitusionalisme Demokrasi 

Pasca Amandemen UUD 1945 (Malang: Setara Press, 2010), 165. 
16

 Laporan Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksanaan Putusan MPR RI pada sidang MPR akhir 

masa jabatan periode 1999-2004, Jakarta: MKRI, 3. 
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kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD NRI 1945 (the ultimate 

interpreter of the constitution). Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan the 

guardian of the democrazy dikarenakan mempunyai kewenangan memutus 

perkara pemilu, yang mana pemilu merupakan reprsentasi dari pelaksaan 

demokrasi. Disampin itu, Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan the 

protector of citizen right karena Mahka,ah Konstitusi melindungi segenap 

hak-hak konstitusional warga Negara.
17

 Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi; 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 

hasil pemilihan umum.”
18

 

Kewenangan tersebut di jabarkan pula dalam Pasal 10 Ayat (1 dan 2) 

UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi; 

1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

c) memutus pembubaran partai politik; dan 

d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, 

                                                   
17

 Hamdan Zoelfa, “Mahkama Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia”, 

dalam Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam; Menyambut 73 

Tahun Prof. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H, ed Hamdan Zoelva (Jakarta: Kencana, 2012), 53.  
18

 UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1). 
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dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
19

 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU 48/2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 Pasal (1) dan (2); 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

c) memutus pembubaran partai politik; 

d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 

e) kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah 

Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 

Pasal 29 ayat (1) huruf e memberikan ruang penambahan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang. Selanjutnya, 

terdapat perubahan dan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

memutus sengketa pemilu, yang semula hanya pada pemilu legislatif dan 

pemilu Presiden, diperluas juga dengan kewenangan untuk memutus sengketa 

hasil Pemilukada. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 236C UU 12/2008 

tentang Pemda. 

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada 

Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini 

diundangkan”.
20

 

                                                   
19

 Pasal 10 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
20

 Pasal 236C UU 12/2018 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Undang-undang tersebut dipertegas lagi dengan adanya Pasal 29 ayat 

(1) huruf e UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; 

“Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”
21

 

Dan dalam penjelasannya berbunyi: 

“Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus 

sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan” 

 

Penjelasan pasal tersebut menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi 

diluar kewenangan yang telah diberikan oleh UUD NRI 1945 dalam Pasal 24C 

dan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10, sehingga kewenangan 

Mahkamah Konstitusi bertambah yakni menyelesaikan sengketa Pemilukada. 

Berikut ini adalah penjelasan tentang kewenangan-kewenangan 

Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam UUD NRI 1945; 

a. Pengujian Undang-Undang (Judcial Review)
22

 

Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengatur hal baru dalam hal Kekuasaan Kehakiman, antara lain 

pengaturan tentang kewenangan hak menguji (toetsingrecth) yang dimiliki oleh 

hakim dalam melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kewenangan menguji 

peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-

undang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. 

                                                   
21

 Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
22

 Konsep pengujian peraturan perundang-undangan ini bisa dikaitkan dengan istilah Judicial 

Review, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah toetsingsrecht, yang berarti hak menguji 

atau hak uji. Lihat Jimly Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Reformasi. 
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Penggunaan istilah toetsingrecth dan judicial review mengandung arti 

yang sama, yaitu kewenangan untuk menguji atau meninjau. Perbedaannya 

adalah dalam istilah judicial review sudah secara spesifik ditentukan bahwa 

kewenangan tersebut dimiliki oleh pelaksana lembaga pengadilan, yakni 

hakim. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah perbedaan pada keduanya;
23

 

1) Hak Menguji (toetsingrecth) merupakan kewenangan untuk menilai 

peraturan perundang-undangan terhadap UUD, sedangkan judicial 

review tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan tetapi juga 

administrative action terhadap UUD. 

2) Hak Menguji (toetsingrecth) terhadap peraturan perundang-undangan 

tidak hanya dimiliki oleh hakim, tapi juga oleh lembaga Negara lain 

yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan judicial review hanya merupakan kewenangan 

dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan.
24

 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan hukum konstitusi 

melakukan pengujian tentang kesesuaian undang-undang dengan norma-norma 

yang terdapat dalam konstitusi baik menyangkut isi (materi) maupun prosedur 

(formil). Mahkamah konstitusi memiliki kata akhir terhadap semua intepretasi 

konstitusi dan undang-undang, serta dapat membatalkan ketentuan undang-

undang yang ditetapkan legislatif bersama Presiden.
25

 

Menurut Sri Soemantri, bahwa kewenangan menguji undang-undang 

dikenal ada dua macam, yaitu pengujian formal (formele toetsingrecht) dan 

pengujian materiil (materiele toetsingrecht). Pengujian formal adalah 

wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif sesuai dengan 

prosedur ataukah tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan 

                                                   
23

 Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingrecth) yang dimiliki Hakim dalam System Hukum Indonesia 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 5. 
24

 Ibid., 11. 
25

 Mustafa Luthfi, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (Jogjakarta: UII Press, 2010), 21.  
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suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian materiil adalah wewenang untuk 

menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan 

bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.
26

 

Menurut Jimly Asshidiqie, dalam pengujian undang-undang 

menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika undang-

undang tersebut terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka 

sebagian materi atau keseleruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak 

lagi berlaku mengikat untuk umum.
27

  

Sedangkan menurut Mahfud MD, Judicial review ini dimaksudkan 

untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan konstitusi 

yang ada berupa Undang-undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia. 

Hal ini sangat penting, mengingat bahwa arti dari Konstitusi itu sendiri 

mencakup semua peraturan tentang organisasi penyelenggaraan Negara.
28

 

b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

Lembaga Negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya tentu tidak lepas 

dari hubungan atau kerjasama dengan lembaga Negara yang lain. Hubungan 

antara lembaga-lembaga Negara memungkinkan terjadinya konflik, yaitu 

manakala suatu lembaga Negara yang merupakan bagian dari sistem 

pemerintahan bekerja tidak sesuai dengan semestinya. Agar sistem itu tetap 

bekerja sesuai dengan yang dituju, maka konflik harus diselesaikan oleh 

lembaga Peradilan, dan disinilah Fungsi Mahkamah Konstitusi. 

                                                   
26

 Sri Soemantri, Hak Menguji Materiil di Indonesia (Bandunng: Alumni, 1997), 47. 
27

 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok, 589. 
28

 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 

257.  
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Mengenai peradilan sengketa kewenangan konstitusional lembaga 

Negara dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, subjek yang bersengketa 

(subjectum litis) haruslah lembaga Negara (state institution, staat organ, public 

office) menurut UUD NRI 1945.
29

 Kedua, objek yang dipersengketakan 

(objectum litia) adalah pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD 

1945.
30 

Lembaga Negara yang dimaksud disini adalah lembaga Negara yang 

mendapatkan kewenangan atribusi dari UUD 1945. Lembaga-lembaga Negara 

ini bisa dikaitkan dengan dengan pengertian alat-alat kelengkapan Negara 

dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang baisa kita kenal lembaga 

yang menjalankan fungsi trias politica. Kemudian ditambah dengan lembaga 

Negara lainnya seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK, yang 

disebut dengan lembaga eksaminatif. Maka, jika dalam pelaksanaannya timbul 

sengketa dengan lembaga lain, maka sengketa yang demikian itulah yang 

disebut sebagai sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara.
31

 

Persoalan saat ini yang hangat dan hadir ditengah-tengah masyarakat 

adalah terkait dengan dana aspirasi yang akan digunakan oleh anggota DPR. 

Padahal jika kita lihat fungsi dan tugas pokok dari DPR dalam UUD NRI 1945 

Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan 

rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara, yang memiliki fungsi 

                                                   
29

 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: 

Konpress, 2005). 67. 
30

 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, 593. 
31

 Contoh kasus perkara jenis ini, lihat Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara 

068/SKLN/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD). 
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antara lain; Pertama; fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-

undang. Kedua; fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan 

menetapkan anggaran pendapat belanja Negara. Ketiga; fungsi pengawasan, 

yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, 

undang-undang, dan peraturan pelaksana lainnya. 

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa DPR bukanlah pengguna 

anggaran. Akan tetapi hanya sebatas pada tahap penganggaran APBN bersama 

pemerinta, bukan pengguna anggaran. Sehingga kemunculan dana aspirasi 

untuk para anggota DPR akan memberikan wewenang kepada mereka untuk 

ikut serta menggunakan anggaran. Hal ini akan mendudukannya sebagai 

pengguna anggaran yang posisi dalam pengelolaan keuangan negara berada di 

bawah Presiden dan bertentangan dengan UUD 1945. 

c. Pembubaran Partai Politik 

Partai Politik merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk 

oleh warga Negara untuk meperjuangkan kepentingan politik. Membentuk 

suatu organisasi adalah salah satu wujud dari adanya kebebasan berserikat. 

Kebebasan tersebut dipandang merupakan salah satu wujud dari adanya 

kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut dipandang merupakan salah satu 

natural rights yang fundamental dan melekat pada manusia sebagai mahkluk 

sosial. Kebebasan berserikat terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, serta kebebasan berekspresi.
32

 

                                                   
32

 Muchamad Ali Syafa’at, Pembubaran Partai Politik (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 37. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 

 

Partai Politik mempunyai posisi (status) dan peranan yang sangat 

penting dalam setipa sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung 

yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. 

Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya 

menentukan arah  demokrasi.
33

 

Partai politik juga merupakan salah satu pilar demokrasi perwakilan. 

Karena itu perlembagaannya dan eksistensinya dilindungi oleh UUD NRI 1945 

sebagai cerminan dari prinsip kemerdekaan berserikat (freedom of 

association).
34

 Oleh sebab itu tidak boleh ada partai politik yang dibubarkan 

dengan sewenang-wenangan oleh para penguasa. Pembubaran partai politik 

harus melalui Mahkamah Konstitusi sesuai dengan mekanimse yang ada. Hal 

ini berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun tidak dapat kita 

pungkiri bahwa tidak sedikit partai politik yang anggotanya tersangkut kasus 

korupsi, namun hal itu tidak serta merta dapat membubarkan partai politik 

dengan semena-mena. Disisi lain proses penyelengaraan pemerintahan, baik 

legislatif maupun eksekutif, diisi oleh orang-orang yang dipilih secara 

demokratis melalu pemilihan umum. 

Pejabat Negara yang dipilih melalui Pemilihan umum berdasarkan 

Pasal 22E ayat (2), yakni untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil 

Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Semua proses tersebut 

melibatkan peran penting dari partai politik, kecuali bagi Dewan Perwakilan 

                                                   
33

 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah 

Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), 52. 
34

 Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, 598. 
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Daerah (DPD) yang bisa melalui jalur independen atau golongan. Oleh sebab 

itu, partai politik tidak boleh dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh 

Presiden, pemerintah, maupun DPR secara semena-mena. Karena jika hal itu 

terjadi, maka partai politik sebagai kekuatan politik dapat dibubarkan oleh 

kekuatan politik lain yang menguasai parlemen (DPR) dan menduduki jabatan-

jabatan eksekutif seperti Presiden. Untuk membatasi kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan, maka pembubaran partai politik tidak boleh 

dilakukan oleh aparat pemerintah atau parlemen. Satu-satunya lembaga yang 

diperkenankan oleh UUD 1945 memutuskan pembubaran partai politik adalah 

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 

1945.
35

  

Sebagai salah satu contoh dalam upaya pembubaran partai politik pernah 

dialami oleh Partai Golkar. Pada tahun 2001, yayasan Pijar Indonesia 

melakukan upaya pembubaran Partai Golkar. Sebab partai tersebut menerima 

dana bantuan dari perseorangan atau lembaga melebihi aturan undang-undang 

Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Saat itu kewenangan untuk 

membubarkan sebuah partai menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan saat 

ini telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai 

politik harus dilakukan oleh lembaga hukum dikarenakan partai politik 

merupakan perwujudan dari suara rakyat Indonesia yang harusd dijaga 

keberadaannya. 

 

                                                   
35

 Ibid., 599. 
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d. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR Mengenai Dugaan 

Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden  

Kewenangan selanjutnya yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi 

adalah memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden 

dan/atau wakil Presiden menurut Undang-undang.
36

 Kewenangan ini 

diamanahkan dalam Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B UUD NRI 1945 yang 

berbunyi; 

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 

atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 

Wakil Presiden. 

 

Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah pelanggaran hukum 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Jika pelanggaran 

hukum tersebut dilakukan oleh warga Negara biasa, maka warga Negara biasa 

tersebut diadili di pengadilan biasa pada umumnya. Akan tetapi karena yang 

melakukan pelanggaran ini bersifat istimewa karena menduduki jabatan 

sebagai Presiden atau wakil Presiden, maka proses peradilannya memalui 

peradilan khusus, yakni Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, forum 

peradilan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemakzulan ini disebut 

                                                   
36

 Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden; Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden 

Menurut UUD 1945 (Jakarta: Konpress, 2005), 50. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51 

 

dengan “forum previligiatum” atau forum istimewa bagi warga Negara yang 

menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
37

 

Namun ada hal yang perlu catat, bahwa keputusan Mahakamah 

Konstitusi yang memutuskan bahwa Presiden dan/ atau wakil Presiden 

terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti dalam Pasal 7B UUD NRI 

1945, tidak bersifat final karena tunduk pada putusan MPR.
38

 Putusan tersebut 

akan disampaikan kembali ke DPR, dan oleh DPR diusulkan kepada MPR. 

Dan selanjutnya MPR wajib melakukan sidang untuk memutuskan usul DPR 

tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.
39

 

e. Memutus sengketa Pemilu/Pemilukada 

Ketentuan Pasal 24C UUD 1945 telah merumuskan bahwa kewenangan 

Mahkamah Konstitusi antara lain adalah “memutus perselisihan tentang hasil 

Pemilu”. Perselisihan Pemilihan Umum adalah perselisihan antara peserta 

pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum.
40

 Dalam 

perselisihan hasil pemilu, para peserta pemilu dapat saja tidak puas atas hasil 

Pemilu. Jika mereka tidak puas, maka mereka dapat mengajukan permohonan 

perkara ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam undang-undang 

tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. 

Awalnya sengketa Pemilu yang dimaksud hanya meliputi sengketa 

Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, yakni Pemilu 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

                                                   
37

 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, 601. 
38

 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen, 224. 
39

 UUD NRI 1945 Pasal 7B ayat (6). 
40

 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, 596. 
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Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Namun setelah lahirnya UU 12/2008 tentang perubahan UU 32/2004 tentang 

Pemda Pasal 236C, mengalihkan kewenangan mengadili sengketa Pemilukada 

dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Maka semenjak 

lahirnya Pasal tersebut, maka perselisihan hasil Pemilkuada yang semula 

menjadi kewenangan Mahkamah Agung dialihkan ke Mahkamah Konstitusi 

paling lama 18 bulan kedepan sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan. Dan 

kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilukada baru berjalan efektif 

sejak pelimpahan kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah 

Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.
41

 

2. Kewenangan Mahkamah Agung 

Amandemen UUD NRI 1945 telah menempatkan Mahkamah Agung 

tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan Kehakiman, tetapi Mahkamah 

Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam UUD NRI 1945 

menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah 

pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, disamping Mahkamah 

Konstitusi.
42

 Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman 

terlepas dari pengaruh-pengaruh lainnya. Kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

                                                   
41

 Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2008, Menegakkan Keadilan Substansif (Jakarta: 

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 6. 
42

 UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2). 
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menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
43

 

Berdasarkan UUD NRI 1945 perubahan ketiga Pasal 24A ayat (1) 

disebutkan bahwa tugas Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat 

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan 

oleh Undang-undang. Berikut ini adalah kewenang Mahkamah Agung 

berdasarkan UUD NRI 1945;  

a. Menguji Undang-Undang dibawah Undang-undang 

Kewenangan yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung 

diantaranya adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, yakni menguji 

peraturan perundang-undang. Atau secara populer disebut Hak Uji Materiil 

atau Judicial Review. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji 

peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam 

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk mempertegas dan 

memperkokoh peran dan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah 

Agung melakukan pengawasan terhadap semua tindak tanduk pemerintah atau 

penguasa (to anable the judge to exercise control of government’s action).
44

 

 Selain telah disebutkan dalam Pasal 24A ayat (1) mengenai kewenangan 

hak uji undang-undang, kewenangan ini juga dikemukakan pada Pasal 11 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi; “menguji 

                                                   
43

 Pasal 1 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
44

 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 43.  
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peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-

undang”. Lebih lanjut penjelasan pasal ini menyatakan, ketentuan Pasal 11 

ayat (2) huruf b UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang 

hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah dari undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilaksanakan baik terhadap 

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan.
45

 

Meski demikian hak menguji peraturan perundang-undangan yang 

diberikan dan dilimpahkan konstitusi dan undang-undang kepada Mahkamah 

Agung sifatnya terbatas, tidak menyeluruh meliputi semua hak uji. 

Kewenangannya hanya meliputi kewenangan hak uji peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang terhadap undang. Sehingga kewenangan 

hak menguji yang dimiliki Mahkamah Agung tidak menjangkau kepada 

menguji undang-undang dengan UUD NRI 1945, tetapi hanya menguji antara 

undang-undang dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-

undang, seperti menguji undang-undang dengan Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri atau Perda, dan sebagainya. 

b. Mengadili Pada Tingkat Kasasi 

Ketentuan Mahkamah Agung memeriksa perkara kasasi merupakan 

kekuasaan yang konstitusional berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 

1945. Berdasarkan pasal tersebut, salah satu kewenangan konstitusional yang 

                                                   
45

 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan 

Kembali Perkara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 95.  
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diberikan UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman adalah mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kasasi 

dalam kamus istilah hukum disebutkan bahwa kasasi berasal dari Cassatie 

yang artinya; “pembatalan, pernyataan tidak berlakuknya keputusan hakim 

rendahan oleh Mahkamah agung, demi kepentingan kesatuan peradilan”46
 

Ketentuan Penanganan Kasasi oleh Mahkamah Agung di pertegas dan 

diperjelas dalam Pasal 11 UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara 

Tertinggi dari keempat lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan TUN). Kemudian dalam Pasal 20 

ayat (2) huruf a menegaskan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung 

dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Pengadilan Negara Tertinggi 

“Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat 

terakhir oleh Pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah 

Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain”. 

Landasan Pasal 24A ayat (1) UU NRI 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf 

a UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung pengertian bahwa; 

Pertama, menggariskan perkara yang dapat diperiksa pada tingkat kasasi 

hanya terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir disemua 

lingkungan peradilan yang berada dibawa Mahkamah Agung. Kedua, putusan 

yang dapat diperiksa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah yang 

                                                   
46

 Fockema Andrea, Mr. N.E Algra Cs, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia (Jakarta: 

Binacipta, 1977), 66. 
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berasal atau bersumber dari semua lingkungan peradilan yang berada dibawah 

Mahkamah Agung.
47

 

c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang 

Wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang diantaranya adalah 

memutus sengketa Pemilukada. Hal ini berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 

32/2004 tentang Pemda yang menyatakan bahwa “Keberatan terhadap 

penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat 

diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling 

lambat 3 (tiga)  hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah”. Namun kewenangan ini kemudian dialihkan kepada 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 236C UU 12/2008 tentang 

perubahan kedua UU 32/2004 tentang Pemda. Selain itu, ada beberapa 

kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan oleh Undang-undang sebagai 

bentuk konsekwensi amanat UUD Tahun 1945, diantaranya adalah; 

a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: 

1) permohonan kasasi; 

2) sengketa tentang kewenangan mengadili; 

3) permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.
48

 

b. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan 

Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua 

Lingkungan Peradilan.
49

 

                                                   
47

 Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung, 97. 
48

 Pasal 28 UU 14/1985 Tentang Mahkamah Agung. 
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c. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
50

 

d. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak 

memenuhi ketentuan yang berlaku.
51

 

e. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
52

 

f.   Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua 

sengketa tentang kewenangan mengadili: 

1. Antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan 

Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain; 

2. Antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan 

Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang 

sama; 

3. Antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan 

yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.
53

 

g. Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan 

terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan 

                                                                                                                                           
49

 Pasal 29 UU 14/1985 Tentang Mahkamah Agung. 
50

 Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 Perubahan atas UU 14/1985 tentang Mahkama Agung. 
51

 Pasal 31 ayat (2) UU 5/2004 Perubahan atas UU 14/1985 tentang Mahkama Agung. 
52

 Pasal 32 ayat (1) UU 3/2009 Perubahan Kedua atas UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung. 
53

 Pasal 33 ayat (1) UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung. 
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muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan 

yang berlaku.
54

 

h. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan 

kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang 

diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini.
55

 

i.   Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden 

dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
56

 

j.   Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas 

Penasihat Hukum dan Notaris.
57

 

k. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam 

bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi 

Negara yang lain.
58

 

C. Teori Hierarki Norma Hukum dan Tata Perundang-undangan 

Teroi Hierarki Norma Hukum dan Tata Perundang-Undangan dalam 

penelitian ini berkaitan erat dengan proses pemberian kewenangan mengadili 

sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua teori ini digunakan 

dalam melihat apakah pemberian kewenangan menyelesaikan sengketa 

pemilukada kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Norma Hukum dan 

Tata Perundang-Undangan ataukah belum. Sehingga kedua teori ini menjadi 

                                                   
54

 Pasal 33 ayat (2) UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung. 
55

 Pasal 34 UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung. 
56

 Pasal 35 UU 5/2004 Perubahan atas UU 14/1985 tentang Mahakamah Agung. 
57

 Pasal 36 UU 14/1985 tentang Mahakamah Agung. 
58

 Pasal 37 UU 14/1985 tentang Mahakamah Agung. 
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sangat penting, terlebih dalam melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XI/2013.  

a. Teori Groundnorm 

Menurut Hans Kelsen dalam buku “General theory of law an state” yang 

dikutip oleh Maria Farida Indrati dalam buku Ilmu Perundang-undangan 

Dasar, bahwa Hierarki norma hukum berasal dari teori Hans Kelsen mengenai 

jenjang norma hukum (Stufenbau Des Rechts) yang menyatakan bahwa 

norma-norma hukum itu berjenjang, berlapis lapis dalam suatu Hierarki tata 

susunan dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan 

berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, 

bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada 

suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan 

fiktif yaitu Groundnorm.59 

Kalsen menambahkan bahwa Tata hukum, khususnya sebagai 

personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikordinasikan satu 

dengan lainnya, tetapi suatu Hierarki dari norma-norma yang memiliki level 

berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, 

yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan 

yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas 

keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.
60

 

                                                   
59

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya) 

(Jogjakarta: Kanisius, 2007), 100. 
60

 Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa’at, Teori Hans Kalsen tentang Hukum (Jakarta: Sekretariat 

Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110. 
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Hubungan antara satu norma dengan norma yang lainnya dalam hal 

pembentukannya, Kalsen mengatakan bahwa hubungan tersebut dapat 

digambarkan sebagai hubungan  antara “superordinasi” dan “subordinasi”, 

yang merupakan ruangan kiasan keruangan. Norma yang menentukan 

pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, norma yang 

dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Tata hukum, 

terutama tata hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah 

sistem norma-norma yang satu sama lain dikordinasikan semata, berdiri 

sejajar atau sederajat, melainkan suatu tata urutan norma –norma dari 

tingkatan yang berbeda. Kesatuan norma-norma ini ditujukan oleh fakta 

bahwa pembentukan norma yang satu–yakni norma yang lebih rendah- 

ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya 

ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Dan bahwa dalam proses 

pembentukan hukum diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yang karena 

menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tata hukum, membentuk satu 

kesatuan hukum.
61

  

Teori Groundnorm yang Hans Kalsen temukan ini kemudian 

dikembangkan oleh muridnya, yakni Hans Nawisasky. Hans Nawiasky 

mengemukakan bahwa bahwa sesuai dengan Teori Hans Kalsen, maka suatu 

norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-

jenjang. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma 

yang lebih tinggi. Adapun norma yang tertinggi disebut Norma Dasar. Hans 

                                                   
61

 Hans Kalsen, Teori Hukum Murni, terj Soemardi (Bandung: Rimdi Press, 1995), 126.  
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Nawiasky juga berpendapat nahwa selain norma itu berlapis dan berjenjang, 

norma hukum dari suatu Negara juga berkelompok-kelompok, dan 

pengelompokan norma hukum dalam suatu Negara itu terdiri atas IV (empat) 

kelompok besar, yaitu; 

1) Staats Fundamental Norm (Norma Fundamental Negara) 

Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam 

hierarki norma hukum Negara adalah Staats Fundamental Norm. Norma 

fundamental Negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu Negara ini 

merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi, 

tetapi bersifat “pre-supposed” atau ditetapkan terlebih dahulu oleh 

masyarakat suatu Negara dan merupakan norma yang menjadi tempat 

bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. Menurut Hans Nawiasky, 

isi Staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan norma dasar bagi 

pembentukan konstitusi atau undang-undang Dasar dari suatu Negara, 

termasuk norma pengubahnya.
62

 

2) Staat Grundgesetz (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara) 

Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (Staat Grundgesetz) 

merupakan kelompok norma hukum dibawah norma fundamental Negara. 

Norma dari Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini merupakan 

aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum 

yang bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. 

                                                   
62

 Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, 47. 
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Menurut Hans Nawiasky, suatau Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok 

Negara dapat dituangkan dalam suatu dokumen Negara yang disebut 

Staatgrundgesetz. Didalam suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara, 

biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekauasaan Negara dipuncak 

Pemerintahan. Selain itu juga mengatur hubungan antar lembaga-lembaga 

Negara, serta mengatur hubungan antara Negara dengan warga negaranya.
63

 

Indonesia meletakkan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini 

dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR, serta didalam 

Hukum Dasar yang tidak tertulis, yang disebut Konvensi Ketatanegaraan. 

Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini merupakan ladasan bagi 

pembentukan Undang-undang (Formell Gesetz) dan peraturan lain yang lebih 

rendah. Dengan demikian jelaslah bahwa Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok 

Negara merupakan sumber dan dasar terbentuknya suatu Undang-undang 

(formell gesetz) yang merupakan peraturan perundang-undangan yaitu 

peraturan yang dapat mengikat semua orang secara langsung.  

3) Formelle gesetz (Undang-Undang “Formal”) 

Norma-norma hukum yang berada dibawah Aturan Dasar 

Negara/Aturan Pokok Negara adalah Formelle gesetz, atau secara harfiah 

diartikan dengan Undang-undang (Formal). Berbeda dengan kelompok-

kelompok norma diatasnya, yaitu Norma Dasar Negara atau Aturan Dasar 

Negara, maka norma-norma dalam suatu Undang-undang sudah merupakan 

norma hukum yang lebih konkret dan reperinci, serta sudah langsung dapat 

                                                   
63

 Ibid., 49. 
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berlaku ditengah-tengah masyarakat. Norma-norma hukum dalam Undang-

undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma 

hukum dapat merupakan norma hukum yang berpasang-pasangan, sehingga 

terdapat norma hukum sekunder disamping norma hukum primernya. Dengan 

demikian, dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-

norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. 

Selain itu, undang-undang ini berbeda dengan peraturan-peraturan lainnya, 

oleh karena suatu undang-undang merupakan norma hukum yang dibentuk 

oleh badan legislatif. 

Peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat disebut dengan 

“Undang-undang dalam arti materiil”. Hal ini dikarenakan peraturan 

perundang-undangan lainnya dibentuk oleh lembaga-lembaga lain disamping 

Dewan Perwakilan Rakyat dam Presiden. Selain itu peraturan perundang-

undangan di Indonesia memiliki nama jenis tersendiri sesuai dengan jenis 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam sistem perundang-

undangan di Indonesia hanya dikenal satu nama jenis Undang-undang, yaitu 

keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan persetujuan 

bersama Presiden, dan disahkan oleh Presiden.
64

  

4) Verordnung en autonome satzung (Aturan Pelaksana atau 

Aturan Otonom) 

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksanaan  

(verodung) dan peraturan otonom (Autonome Satzung). Peraturan 

                                                   
64

 Ibid., 53. 
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pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang 

terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan 

ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.
65

 Kemudian menurut Hamid 

Attamimi, pengelompokan Norma Hukum menurut Hans Nawiasky ini 

diterapkan dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan di 

Indonesia.
66

 

b. Tata Urutan Perundang-Undang di Indonesia 

Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam 

arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.
67

 Hal ini merupakan 

terjemahan secara harafiah dari “wet in formele zin”dan “wet materiёle 

zin”yang dikenal di Belanda. Yang dinamakan undang-undang dalam arti 

materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari 

isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.
68

 

Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut 

dengan undang-undang dilihat dari cara pembentukannya.
69

 

Prof Sudikno berpendapat bahwa; 

Undang-undang adalah hukum. Hal ini karena undang-undang berisi 

kaedah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. 

Setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu undang-undang. 

Pernyataan ini merupakan fictie karena kenyataannya tidak setiap orang 

dapat mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan hal ini karena 

ketidaktahuan seseorang bukanlah termasuk dasar pemaaf.
70
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 Ibid., 55. 
66

 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, (Jakarta: LP3ES, 2007),16. 
67

 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 92. 
68

 Ibid., 92. 
69
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 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), 80. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan 

Pembentukan Undang-Undang BAB III Pasal 7 ayat (1) dijelaskan tentang 

hierarki, dan Materi muatan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undangan terdiri atas:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Menurut Maria Farida,
71

 UUD NRI 1945 pada dasarnya terdiri atas dua 

kelompok norma hukum, yaitu; Pertama, Pembukaan UUD NRI 1945 

merupakan Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental Negara. Norma 

fundamental Negara ini merupakan norma hukum tertinggi yang bersifat ‘pre-

supposed’ dan merupakan landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah-

kaidah dasar bagi peraturan Negara itu lebih lanjut. Sifat norma hukumnya 

masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal, dalam arti 

belum diketahui oleh norma hukum yang berisi sanksi. Kedua, batang tubuh 

UUD NRI 1945 merupakan Staatsgrungesetz atau aturan Dasar Negara/aturan 

Pokok Negara yang merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok 

kebijksanaan Negara untuk menggariskan tatacara membentuk Peraturan 

Perundang-undangan yang mengikat umum. Sifat dari norma hukum tunggal, 

jadi belum dilekati oleh norma sanksi. Pancasila juga merupakan sumber 

hukum Negara.  

Adapun kedudukan dari Kompetensi atau Kewenangan Mahkmah 

Konstitusi dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, yakni mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
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 Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, 100. 
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undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 

tidak dimuat tentang kompetensi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi 

dalam mengadili sengketa Pemilukada. Kompetensi atau kewenangan 

mengadili sengketa Pemilukada dimuat dalam Undang-Undang, tidak dimuat 

dalam Undang-Undang Dasar. 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

Ketetapan MPR merupakan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara 

(Staatsgrungesetz). Seperti juga dengan Batang Tubuh UUD 1945, maka 

ketetapan MPR juga merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh 

norma sanksi. Ketatapan MPR mengandung jenis norma yang lebih tinggi dan 

berbeda daripada norma yang terdapat dalam undang-undang. Sifat Norma 

hukum dalam Ketetapan MPR adalah setingkat lebih rendah daripada norma-

norma dalam Batang Tubung UUD 1945.  

3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

Pasal 1 ayat (3) UU 12/2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang-

Undang menyebutkan bahwa Undang-undang adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. 

Undang-undang merupakan kelompok norma-norma hukum yang berada 

dibawah Aturan Dasar Negara (Staatsgrundgesetz). Berbeda dengan 

kelompok diatasnya yaitu Norma Dasar Negara (Staatsgrundgesetz), norma 
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dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih 

konkret dan terperinci. Serta sudah dapat langsung berlaku dimasyarakat, dan 

mengandung sanksi. Undang-undang ini berbeda dengan peraturan-peraturan 

lainnya, oleh karena suatu undang-undang merupakan norma hukum yang 

selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.
72

 Adapun Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang (PERPU) adalah suatu peraturan yang 

kedudukannya setingkat dengan undang-undang, tetapi dibentuk oleh 

Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, disebabkan terjadinya 

“hal ikhwal kegentingan memaksa”.
73

 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-

Undang yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Dasar. Kewenangan 

tersebut terdapat dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman meliputi; 

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. memutus pembubaran partai politik; 

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah 

Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 

                                                   
72

 Ibid., 53. 
73

 Pasal 1 ayat (4) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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Kewenangan Mahkmah Konstitusi juga disandarkan pada UU 24/2003 

tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Mahkamah 

Konstitusi mengadili yang bersifat final meliputi; 

d. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

e. memutus pembubaran partai politik; 

f. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 

g. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 

 

Sedangkan kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa 

Pemilukada dimuat dalam pasal 236C UU 12/2008 perubahan kedua atas UU 

32/2004 tentang Pemda. 

4) Peraturan Pemerintah; 

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana 

mestinya.
74

 Peraturan Pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk 

melaksanakan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan Pemerintah. 

5) Peraturan Presiden; 

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
75

 

Peraturan Presiden berisi keputusan untuk melaksanakan ketentuan Undang-

undang Dasar yang bersangkutan, ketetapan MPR dalam bidang eksekutif, 

atau Peraturan Pemerintah. 
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 Pasal 1 ayat (5) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
75

 Pasal 1 ayat (6) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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6) Peraturan Daerah Provinsi; dan  

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
76

 Peraturan 

Daerah Provinsi dibahas oleh DPRD Provinsi dan Kepala Daerah (Gubernur) 

untuk mendapatkan persutjuan bersama. 

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
77

 

c. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Berdasarkan Pasal 5 UU 12/2008 tentang Pemda disebutkan bahwa dalam 

membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada 

asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f.   kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 

Didalam Pasal 6 ayat (1) ditambahkan bahwa materi muatan Peraturan 

Perundang undangan harus mencerminkan asas: 

a. pengayoman; 

b. kemanusiaan; 

c. kebangsaan; 

d. kekeluargaan; 

e. kenusantaraan; 

f.   bhinneka tunggal ika; 

                                                   
76

 Pasal 1 ayat (7) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
77

 Pasal 1 ayat (8) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i.   ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j.   keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

 

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundag-undangan yang baik 

sebagaimana diuraikan diatas, berlaku pula asas-asas antara lain; asas tata 

urutan/susunan (heirarki) peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 

ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-

undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Asas ini 

berasal dari teori Hans Kalsen dan Hans Nawaisky yang diadopsi dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam asas ini 

suatu peraturan perundang-undangan tingkat bawahan, materi atau 

substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi.
78

 Asas inilah yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dan 

Mahkamah Agung untuk menguji suatu Peraturan Perundang-undangan 

(judicial review). 

Asas-asas hukum umum lainnya yang secara khusus dapat diterapkan 

juga pada pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas-asas; 

1) Lex Specialis derogate legi generali (Undang-undang/peraturan 

perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan 

Undang-undang/peraturan perundang-undangan yang bersifat 

umum). 
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 HAS. Natabaya, S.H., Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Jakarta: Sekertariat 

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 37.  
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2) Lex Posteriori derogate legi priori, (Undang-undang/peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan sesudahnya 

mengesampingkan Undang-undang/peraturan perundang-undangan 

yang dikeluarkan sebelumnya. 

3) Lex Supperior derogate legi inferiori, (Undang-undang/peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya 

mengesampingkan Undang-undang/peraturan perundang-undangan 

yang lebih rendah).
79

 

D. Pemilihan Kepala Daerah atau Gubernur dalam Islam 

Kepemimpinan dalam Islam merupakan hal yang penting guna 

mengurusi perkara kaum muslimin. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi 

seselektif mungkin kepada orang-orang yang hendak memangku jabatan 

tersebut hingga didapatkan pemimpin yang benar-benar memiliki sifat yang 

tangguh dan cakap dalam memimpin. 

Kehati-hatian dan selektif dalam memilih pejabat juga dilakukan oleh 

Umar bin Khathab yang pernah mengatakan “barang siapa yang mengangkat 

sesorang untuk perkara kaum muslimin maka ia angkat orang tersebut karena 

cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul 

dan kaum muslimin”.80
 

Rasulullah juga melarang seseorang untuk meminta jabatan, bahkan jika 

ada orang yang meminta jabatan, maka sesungguhnya ia tidak berhak untuk 

mendapatkan jabatan tersebut. Rasulullah bersabda; 
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 Ibid., 38. 
80

 Ibnu Taimiyah, Siyaasah Syar’iyah: Etika Politik Islam, Penerjemah: Rofi’ Munawar, 

(Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 4. 
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ثَ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ سََُرَةَ، قَالَ  ياَ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ »: قَالَ النَّبُِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَدَّ
هَا هَا، وَإِنْ أوُتيِتَ هَا مِنْ غَيِْْ  سََُرةََ، لَا تَسْأَلِ الِإمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أوُتيِت َ عَنْ مَسْأَلَةٍ وكُِلْتَ إِلَي ْ

هَا، فَكَفِّرْ عَنْ يََِينِكَ  راً مِن ْ رَهَا خَي ْ هَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يََِيٍن، فَ رأََيْتَ غَي ْ  مَسْألََةٍ أُعِنْتَ عَلَي ْ
ر     (روه شيخان) وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَي ْ

 

Artinya: Rasulullah saw bersabda kepada Abdul Rahman bin Samurrah, 

“wahai Abdul Rahman, janganlah sekali-sekali kamu meminta jabatan, 

maka jika kamu memegang jabatan itu tanpa kamu minta maka kamu akan 

diberi pertolongan untuk melak sanakannya. Namun jika jabatan itu 

diberikan kepadamu karena kamu minta maka dirimu akan terbebani 

karenanya”. (H.R.Bukhari-Muslim). 

 

Salah satu kepemimpinan dalam Islam adalah erat kaitannya dengan 

penunjukan kepala pemerintahan beserta para pejabatanya. Dalam Al-Qur’an 

tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana kepala pemerintahan dan para 

pejabat dipilih. Namun dalam Al-Qur’an mengisyaratkan untuk memilih 

seorang pemimpin yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak 

berdasarkan musyawarah. Allah berfirman dalam surat as-Syura ayat 38; 

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  وَالَّذِينَ  لََةَ وَأمَْرُهمُْ شُورَى بيَنْهَمُْ وَمِمَّ اسْتجََابوُا لرَِبِّهمِْ وَأقَاَمُوا الصَّ  

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 

seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
82

 

 

Begitupula Rasulullah SAW tidak membicarakan atau menunjuk siapa 

yang akan menggantikannya dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat 

Islam sesudahnya. Ini dipandang sebuah isyarat bahwa persoalan 

                                                   
81

 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori Al-Ja’fiy, Shahih Bukhori, Maktabah 

Syamilah, Hadits Nomor 6622. 
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 Al-Qur’an, Surat As-Syura ayat 38. 
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kepemimpinan umat diserahkan agar diselesaikan sendiri oleh umat islam 

dengan musyawarah.
83

 

Salah satu bentuk kempimpinan yang penting dalam Islam adalah 

pengangkatan seorang Kepala Daerah atau Gubernur dalam Islam. Menurut 

Imam Mawardi dalam bukunya Al-Akhkam Asshulthaniyah menyatakan 

bahwa seorang gubernur itu diangkat oleh seorang Imam (Khalifah).
84

 

Sehingga apabila kita lihat dalam perspektif Islam bahwa, pengangkatan 

gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah bukan lewat cara 

pemilihan (pemilukada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan. 

Tentu saja pengangkatan seseorang menjadi Gubernur oleh seorang 

imam (khalifah) mengandung konsekwensi yang berbeda ketimbang 

Pemilihan gubernur secara langsung. Pengangkatan seseorang menjadi 

Gubernur oleh seorang Imam mutlak bertanggung jawab kepada Imam 

(Khalifah) dan jarang terjadi sengketa. Berbeda jika pemilihan Kepala Daerah 

secara langsung oleh rakyat akan menimbulkan konsekwensi terjadinya 

sengketa yang lebih besar. 
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